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INTISARI

Studi dalam penelitian ini mengenai pengawasan dewan perwakilan rakyat
daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota
Pekanbaru. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan
DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota
Pekanbaru? Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pengawasan DPRD, dan
bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan
pengawasan.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini tergolong normatif yaitu
penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif dan bersifat deskriptif
analitis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pengawasan DPRD Kota dalam mengawasi pengelolaan keuangan
pemerintahan Kkota, sehingga penelitian ini bukan untuk menguji hipotesa, atau
teori, akan tetapi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang
ada. Penulisan ini memiliki beberapa kesimpulan, pengawasan DPRD dapat
dilakukan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD, faktor
yang menjadi kendala pengawasan terdiri dari hambatan internal dan hambatan
eksternal, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pengawasan
adalah memberikan pengetahuan para anggota DPRD tentang aggaran, terkait
dengan faktor pendidikan ada penyetaraan kompetensi, mengadakan seminar
secara rutin, mengaktifkan anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan
masyarakat, memperbaharui pola pikir partai politik, dan sekretariat DPRD
menyediakan perpustakaan untuk anggota DPRD.

Saran yang dapat diberikan terkait dengan penulisan ini adalah, Pada
proses pelaksanaan diharapkan juga memberikan peranan masyarakat dan media
masa untuk berpartisipasi sebagai alat bantu pengawasan DPRD, tujuannya juga
mengedepankan proses yang transparan dan terbuka. Pada tahap pelaporan,
hendaknya seluruh pihak mengenyampingkan aspek kepentingan golongan,
dimana dijelaskan bahwa hasil dari pengawasan pelaporan pada saat ini belum ada
masalah yang cukup berat, mengingat ada hubungan timbal balik antara eksekutif
dan legislatif untuk keperluan pemilihan umum, tentunya sikap seperti ini telah
mengarahkan pada suatu proses yang tidak benar. Anggota DPRD dapat diberikan
pembekalan atau inisiasi yang bersifat akademis bagi anggota DPRD, sebagai
bahan peningkatan kemampuan kinerjanya, memilih anggota sekretariat yang
sesuai dengan kebutuhan, dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengatur
segala urusan anggota DPRD, DPRD disarankan untuk membuka/menyediakan
wadah komunikasi yang setiap saat dapat diakses secara mudah, murah dan luas
oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan informasi kepada DPRD.

Kata-kata kunci : pengawasan, pengelolaan, keuangan



ABSTRACT

The study in this research on the local legislative oversight of the financial
management of local government in the city of Pekanbaru. The problem of this
research is how the supervision of the management of regional parliament in the
city of Pekanbaru government? What factors are an obstacle supervision of
Parliament, and how the efforts made to overcome the obstacles supervision.

This type of research is done in this paper is considered normative legal
research that focuses on the positive legal norms and descriptive analytic with
respect to laws and regulations governing the supervision of City Council in
overseeing the financial management of the city administration, so this study is
not to test hypotheses, or theory, but with reference to the laws that exist. Writing
has several conclusions, supervision Parliament to do with the stage of planning,
execution, and reporting of budgets, supervision constraint factors that comprise
the internal constraints and external constraints, and efforts were made to
overcome the obstacles of supervision is to provide knowledge about the members
of parliament budgetary, educational factors associated with there is equivalency
competence, conduct seminars on a regular basis, to enable members of
Parliament to meet directly with the community, to renew the mindset of political
parties and parliament secretariat provides a library for members of parliament.

The advice can be associated with this paper is, the implementation
process is also expected to give the role of the public and the media to participate
as a tool for control of Parliament, the goal also emphasizes a transparent and
open process. At the reporting stage, all parties should waive aspects of interest
groups, which explained that the results of the monitoring report at this time there
is no substantial problem, since there is a reciprocal relationship between the
executive and the legislature for the purposes of elections, of course, this attitude
has led to a process that is not true. Members of Parliament could be given a
briefing or academic initiatives for members of parliament, as a performance
upgrade, the members of the secretariat in accordance with the requirements, and
have high competence in managing the affairs legislators, Parliament advised to
open / provide avenues of communication that each as easily accessible,
inexpensive, and widely by the people to express their aspirations and information
to Parliament.

Keyword : oversight, management, financial
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